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ABSTRAK

DEFRUZAR, NIM. 201017450072 “IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK
DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG
DAN/ATAU JASA (Analisis Putusan: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Nomor 991
K/Pdt.Sus-HKI/2019) “ . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari merek
terdaftar yang sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan
perdagangan dan jasa yang di gugat oleh pihak ketiga dan untuk mengetahui apakah Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1) secara tegas
menerapkan aturan bagi pemilik/pemegang merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Pendekatan Konseptual
(Conseptual Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian tesis
ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian dilakukan langsung ke sumber data, data
yang terkumpul selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk deskriptif dan tidak menekankan pada
angka, penelitian ini juga lebih difokuskan pada penelitian yang bersifat proses. Kesimpulan dari
penelitian ini upaya hukum dari penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga
adalah gugatan melalui Pengadilan Niaga terdekat dari domisili tergugat. Hal ini menunjukkan
kompetensi relatif dari suatu pengadilan. Keberatan terhadap putusan pengadialan niaga hanya
dapat dilakukan kasasi. Terkait dengan Putusan Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 hanya dapat
diajukan upaya Peninjauan Kembali jika ada novum baru karena kemungkinan pertimbangan lain
untuk mengajukan Peninjauan Kembali sudah lewat waktu. Terhadap Putusan Nomor: 991
K/Pdt.Sus-HKI/2019 dimana tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Kasasi sesuai dengan
waktu yang ditentukan, maka hakim di tingkat Kasasi memutuskan mengabulkan gugatan pihak
penggugat dan membatalkan Putusan Pngadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka
termohon kasasi menjadi kehilangan hak atas merek tersebut.

Kata Kunci : Permohonan Merek, Penghapusan Merek, Implikasi Hukum
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ABSTRACT

DEFRUZAR, NIM. 201017450072 “LEGAL IMPLICATIONS FOR REGISTERED TRADEMARKS
THAT ARE NOT USED FOR 3 (THREE) CONSEQUENTIAL YEARS IN TRADE OF GOODS AND/OR
SERVICES (Decision Analysis: Central Jakarta Commercial Court Number 12/Pdt.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt .Pst jo Supreme Court at Cassation Level Number 991 K/Pdt.Sus-
HK1/2019)". The purpose of this study is to find out the law on registered marks that have not been
used for 3 (three) consecutive years in trade and service activities that are being sued by third parties
and to find out whether Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Indications
Geographically, Article 74 paragraph (1) strictly applies rules for owners/holders of registered marks
which have not been used for 3 (three) consecutive years. This thesis research uses a Conceptual
Approach and Statute Approach. This thesis research uses qualitative research because the research
is carried out directly to the data source, the data collected is then described in descriptive form and
does not emphasize numbers, this research is also more focused on process research. The conclusion
of this study is the legal remedy for the abolition of trademark registration based on a third party
lawsuit is a lawsuit through the Commercial Court closest to the defendant's domicile. This shows the
relative competence of a court. Objections to the commercial court decision can only be appealed.
Regarding Decision Number: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019, a judicial review can only be submitted if there
is a new novum because other possible considerations for filing a judicial review have expired.
Against Decision Number: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 where the defendant did not submit a Contra
Memorandum of Cassation according to the time specified, the judge at the Cassation level decided
to grant the plaintiff's claim and cancel the Central Jakarta Commercial Court decision. Thus, the
defendant for cassation loses the right to the mark.
Keywords: Trademark Application, Mark Removal, Legal Implications

PENDAHALUAN
A. Latar Belakang Penelitian.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis yang menyebutkan, “bahwa merek terdaftar yang tidak digunakan oleh
pemegang merek selama tiga tahun berturut-turut dapat digugat untuk dihapuskan dari Daftar
Umum Merek”. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas mengandung makna secara hukum
bahwa merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemegang merek dengan
memproduksi produk-produk dari pemegang merek terdaftar tersebut selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dipandang bahwa merek tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh
karena itu merek yang telah terdaftar tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang memiliki
itikad baik untuk menggunakan merek tersebut dengan memproduksi produk-produknya.’
Pemegang merek terdaftar yang tidak memproduksi produk-produk dengan menggunakan
merek yang telah terdaftar tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai
ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, dan oleh karena itu mengakibatkan pemegang merek terdaftar tersebut dapat
digugat oleh pihak lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama dengan itikad baik agar
dapat memproduksi produk-produknya sesuai dengan merek yang telah terdaftar milik
pemegang merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tersebut.?

Gugatan pihak ketiga terhadap merek terdaftar yang produknya sudah tidak
diproduksi lagi selama tiga tahun berturut-turut disebut dengan gugatan penghapusan merek
yang telah terdaftar dari Daftar Umum Merek atas suatu putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan

! Ibid, him. 76.
2 Casavera, Op.cit. hlm. 52.
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bahwa, “Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang
berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut
tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut tahun berturut-turut dalam perdagangan barang
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.

Adapun salah satu contoh Penghapusan jenis barang yang dilakukan oleh pihak

ketiga yaitu K-SWISS, INC Amerika Serikat, terhadap merek “ S SUPRA . atas nama
RUSDY HARYONO, JI. Kupang Indah XV/ V-17, Surabaya, Daftar Nomor IDM000279147, Kls 25
untuk jenis barang “Macam-macam alas kaki, sepatu, sandal, sandal gunung, sepatu olah raga,
sandal olah raga, selop, kelom, sol sepatu, tali pengikat penutup kaki, kaos kaki, konpeksi,
pakaian jadi untuk pria/wanita/anak-anak dan bayi, pakaian dalam, celana, celana dalam, korset,
kaos, singlet, jaket, jas-jas, syal, dasi, ikat pinggang, sabuk pakaian olah raga, baju dan celana
renang, busana muslim, rukuh, topi, songkok, peci, tutup kepala, kostum-kostum, kostum
badut, pakaian kerja, pakaian pengendara motor” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Pada dasarnya proses hukum penghapusan merek terdaftar atas gugatan pihak ketiga
dilakukan dengan mengajukan gugatan oleh pihak ketiga setelah pengajuan permohonan
pendaftaran merek oleh pihak ketiga ditolak oleh Direktorat merek dan Indikasi Geografis
karena telah ada merek yang sama dengan merek pihak ketiga tersebut yang telah terdaftar
terlebih dahulu di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Namun Pasal 74 ayat (1) membuka
kesempatan kepada pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek yang sama dengan merek
yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut apabila sudah tidak lagi digunakan selama tiga
tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran
merek tersebut oleh pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pihak ketiga atas
penghapusan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dilakukan karena pemegang merek
memiliki itikad tidak baik karena tidak menggunakan merek yang telah didaftarkannya tersebut
untuk digunakan di dalam produk-produk yang diproduksinya sendiri atau diproduksi oleh
pihak ketiga untuk kepentingan pemegang merek terdaftar tersebut.?

Maka, berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas,
dimana terdapat salah satu pasal di dalam undang-undang merek dapat menghapus merek
terdaftar yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dipergunakan,
sebagaimana Analisis kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 991 K/Pdt.Sus-
HKI1/2019 (kasus merek SUPRA IDM000279147), dengan begitu selanjutnya penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR
YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM
PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA" (Analisis Putusan: Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Mahkamah Agung Pada Tingkat
Kasasi No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019).

Oleh sebab itu di dalam penulisan ini penulis akan membatasi hanya pada hal-hal
yang berkaitan dengan “Penghapusan Merek Dagang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh
pihak ketiga saja”.

B. Identifikasi Masalah
1. Sistem pelindungan Merek di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Putusan terhadap penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak
ketiga (Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Mahkamah agung pada Tingkat Kasasi No. 991

% Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Vol. 10 No. 1
Januari 2010, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 11
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K/Pdt.Sus-HKI1/2019).

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana sistem pelindungan Merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Bagaimana analisis putusan terhadap penghapusan pendaftaran merek berdasarkan
gugatan pihak ketiga (Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Mahkamah agung pada Tingkat Kasasi
No. 991 K/Pdt.Sus-HKI1/2019)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

F.

1.

Tujuan Penelitian.

1.

Untuk mengetahui hukum dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan selama 3
(tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang di gugat oleh
pihak ketiga.

Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1) secara tegas menerapkan aturan bagi
pemilik/pemegang merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut.

2. Manfaat Penelitian.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah

ilmu hukum secara umum dan mengenai Kekayaan Intelektual secara khusus terkait

Penghapusan Merek Dagang dan/atau Jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 74 ayat (1).

2) Manfaat Praktis

a). Bagi Pemilik Merek, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan ilmu
hukum yang tepat dan terarah di dalam melakukan perlindungan Hak Eksklusif
yang telah di dapat dari negara, serta untuk memberikan pemahaman lebih
terkait penghapusan merek terdaftar yang 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak
dipergunakan sebagaimana mestinya.

b). Bagi Pengguna Merek, Pengguna merek dapat mengetahui batasan serta
peraturan yang mengatur tentang perlindungan merek khususnya untuk
penggunaan jenis barang dan/atau jasa yang telah diajukan dan terdaftar.

c). Bagi Pemerintah, yang selalu menekankan manfaat dan pentingnya tentang
kekayaan intelektual untuk masyarakat.

d). Bagi Mahkamah Agung, agar apa yang telah diputuskan oleh Mahmah Agung
dapat dijadikan Yurisprudensi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Kerangka Teori

Teori Dasar (Grand Theory)

2. Teori Menengah (Middle Theory)
3. Teori Terapan (Applied Theory).
Metode Penelitian

1.

1.

Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena
penelitian dilakukan langsung ke sumber data, data yang terkumpul selanjutnya
dideskripsikan dalam bentuk deskriptif dan tidak menekankan pada angka, penelitian ini
juga lebih difokuskan pada penelitian yang bersifat proses.

2. Pendekatan Penelitian
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a. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).
b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data kualitatif adalah jenis Data yang dipergunakan pada penelitian ini.
Data kualitatif ialah data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk
angka.* Histori aturan-aturan yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual dalam hal
ini Merek, serta prinsip-prinsip hukum yang ada guna menciptakan perlindungan
hukum dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah
yang termasuk kedalam data kualitatif pada penelitian ini.
b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang disebut
bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau
diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku, terdiri dari:
Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Tersier

A=

Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data
ANALISIS IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU
JASA
A. Kasus Posisi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dimana dalam perkara gugatan Penghapusan Merek
Terdaftar atas merek SUPRA dengan Nomor Daftar IDM000279147 karena merek tidak digunakan
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa dimana hakim dalam
gugatan tersebut hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan
Putusan Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019
1. ldentitas Para Pihak.

|dentitas para pihak dalam putusan perkara Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tentang
gugatan Penghapusan Merek Terdaftar diantaranya: K-SWISS, INC. sebuah perseroan yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkedudukan di Nomor 523, West 6th
Street, Suite 534, Los Angeles, California, 90014, Amerika Serikat, diwakili oleh Seung Phil Jeong,
selaku CEO/Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat, S.H. dan kawan-
kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Affa
Intellectual Property Rights, Advocate & Legal Consultant, berkantor di Graha Pratama Building 15th
Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November
2018; Pemohon Kasasi, Melawan: RUSDY HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah
XV/V-17 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi.®
2. Kronologis dan Duduk Perkara.

Perkara gugatan Penghapusan Merek SUPRA dengan Nomor Daftar IDM000279147 di
Mahkamah Agung yang sudah terdaftar di register kepaniteraan dengan Nomor 991 K/Pdt.Sus-
HK1/2019 perkara ini merupakan perkara merek yang penyelesaiannya sampai pada tingkat
Mahkamah Agung.

4 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2.
5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HK1/2019 Tentang Gugatan Penhapusan Merek
SUPRA Nomor Daftar IDM000279147.
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Perkara gugatan penghapusan atas merek tersebut telah diputus di tingkat pertama yaitu di
Pengadialan Niaga, dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tanggal 04
Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17
Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23 K/Pdt.Sus-
HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 12/Pdt.Sus.Merek/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti
dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Juli 2019.

Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2019 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi K-SWISS INC.;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 12/Pdt.Sus-MEREK/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2019.

Setelah Menerima dan memeriksa gugatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi,

hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor
IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak
tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar
Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.

4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan
salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor
IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya
dalam Berita Resmi Merek.

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori
kasasi. Terhadap dokumen kontra memori kasasi yang disampaikan melewati ketentuan jangka
waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka dokumen tersebut hanya bersifat informasi biasa
(ad informandum) bukan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.®

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-
alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi
tanggal 30 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:

6 Asep Nursobah, Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Prosedur Permohonan Kasasi”, https://
kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi, diakses 18 Juli 2022.
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Bahwa untuk penghapusan merek manapun pembatalan merek tidak ada keharusan untuk
menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pada hakekatnya Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual akan melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga a quo. Bahwa in casu Merek
SUPRA milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tidak berusaha untuk membela
kepentingannya walau telah dipanggil secara patut maka gugatan Penghapusan Merek Tergugat
dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: K-SWISS INC. tersebut
dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri dengan amar bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat
peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: K-SWISS INC., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran
atau pemakaian terakhir;

3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor
IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan
salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. agar
dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor
IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

B. Analisis Putusan Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak
Ketiga (Pada Putusan No. 991 K/Pdt.Sus-HK1/2019

Gugatan Pemohon Kasasi Penghapusan Merek SUPRA dengan Nomor Permohonan
IDM000279147 yang diajukan oleh K-SWISS INC. dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI. dengan
Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mengandung konsekuensi bahwa putusan Pengadilan Niaga
sebelumnya dibatalkan oleh hakim Mahkamah Agung dengan dikabulkannya permohonan kasasi
dari pihak K-SWISS INC.

Dasar diajukannya kasasi tersebut adalah adanya putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,
dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 04 Juli 2019 yang
amarnya putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atas
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ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, maka penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung.

Hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk penghapusan
merek manapun pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual karena pada hakekatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan
melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga a quo. Bahwa in casu Merek SUPRA milik Penggugat
adalah merek terkenal dan Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah
dipanggil secara patut maka gugatan Penghapusan Merek Tergugat dikabulkan;

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi
dimana berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur pengajuan permohonan kasasi/peninjauan
kembali, penyampaian memori dan kontra memori kasasi harus disampaikan kepada pengadilan
tingkat pertama yang memutus perkara yang diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang
telah ditentukan. Ketentuan tersebut juga secara analogis diberlakukan bagi tambahan
memori/kontra memori’ Apabila dokumen tambahan memori/kontra memori tersebut disampaikan
langsung ke Mahkamah Agung, maka akan dokumen tersebut akan dikembalikan ke pengadilan
tingkat pertama yang terkait.? Kesalahan dalam pengiriman dokumen tersebut tidak membuat
dokumen tambahan memori/kontra memori kasasi menjadi hilang atau tidak dipertimbangkan
tetapi hanya dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut.

Adapun pihak tergugat berhak mengajukan kontra memori kasasi tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor kontra memori kasasi 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung bahwa"

“Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera

sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal diterimanya salinan memori kasasi.”

Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut, pihak tergugat tidak mengajukan
surat jawaban terhadap memori kasasi, maka pihak tergugat dianggap telah menerima putusan.

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tersebut dimana
pihak tergugat kasasi tidak menyampaikan kontra memori kasasi sesuai waktu yang ditentukan yaitu
14 (empat belas) hari sejak termohon kasasi menerima memori kasasi, maka tergugat kasasi
dianggap telah menerima putusan tersebut.

Adapun posisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan penghapusan
Merek SUPRA dengan Nomor Daftar IDM000279147 tersebut hanya mengeksekusi putusan
Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 sesuai dengan amar putusan yang menyatakan
bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI),
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran
Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dengan dasar putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap (Inkracht) tersebut, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) akan
mngeksekusi putusan tersebut dengan mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA
terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.

Upaya hukum dari pihak ketiga atas putusan kasasi seperti pada kasus Kasasi Gugatan
Penghapusan Merek SUPRA dengan Nomor Daftar IDM000279147 adalah melalui Peninjauan
Kembali (PK). Upaya untuk menempuh upaya Peninjauan Kembali disebutkan dalam Pasal 88 ayat
12 UU MIG bahwa:

7 Asep Nursobah, Loc.cit.
8 Ibid.
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“Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan
kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan
peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon
peninjauan kembali. Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan
negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama dan Peninjauan Kembali hanya
dilakukan satu kali sehingga pihak yang akan mengajukan Peninjauan Kembali benar-benar harus
cukup bukti baru dan bukan bukti yang sudah diajukan di pengadilan sebelumnya.

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
putusan pengadilan. Selama belum ada putusan, permohonan peninjauan kembali yang hanya
dapat diajukan satu kali itu dapat dicabut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus
permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini menegaskan bahwa
permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali, dan dikenal suatu istilah “tidak ada
peninjauan kembali di atas peninjauan kembali”.

Terkait dengan kasus Putusan Penghapusan Merek SUPRA Nomor Daftar IDM000279147
yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), maka tidak ada lagi tersedia upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh tergugat karena batas waktu yang diberikan untuk mengajukan Peninjauan
Kembali (PK) telah berakhir sekalipun ditemukannya bukti baru (novum) oleh tergugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pelindungan Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis menerapkan sistem konstitutif yang mempersyaratkan adanya pendaftaran Merek.
Hanya merek terdaftar yang mendapat perlindungan hukum sedangkan merek yang tidak
terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum. Meskipun dalam Undang Merek dan Indikasi
Geografis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek, namun melihat pentingnya merek
dalam dunia usaha, maka menjadi sebuah keharusan untuk mendaftarkan merek demi
kepentingan usaha.

2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.
Niaga.Jkt.Pst adalah majelis hakim pada pengadilan niaga memberi putusan tidak dapat
menerima gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang dimohonkan oleh penggugat karena
majelis hakim dengan pertimbangannya menilai adanya cacat formil dalam gugatan yaitu
penggugat tidak turut menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang seharusnya
memang tidak perlu dilakukan oleh penggugat oleh karena itu peneliti menilai majelis hakim
pada pengadilan niaga kurang maksimal dalam memberikan putusan dengan pertimbangan
tersebut. Terhadap Putusan pada tingkat kasasi Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ketika
tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Kasasi sesuai dengan waktu yang ditentukan,
maka hakim di tingkat Kasasi memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat dan
membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka termohon
kasasi menjadi kehilangan hak atas merek tersebut. Dalam hal ini majelis hakim pada tingkat
kasasi telah maksimal dan sesuai sebagaimana mestinya dalam membuat putusan jika dikaitkan
dengan pelindungan hukum tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga
ke Pengadilan Niaga, maka bukti pendukung berupa alat bukti menjadi faktor yang sangat
menentukan. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk membuktikan
tuntutannya. Oleh karena itu, maka sebelum mengajukan gugatan harus dikumpulkan bukti-bukti
yang mendukung.
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2. Terkait dengan penghapusan merek terdaftar semestinya pemilik merek terus menerus
menggunakan merek terdaftar yang dimiliki dalam kegiatan perdagangan baik dalam skala kecil
maupun besar untuk menghindari adanya gugatan penghapusan merek terdaftar.
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